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WALIKOTA PAYAKUIVIBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: r) TAHUN 2019

TENTANG
PINETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS

KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

a. bahwa besaran standar biaya sebagai acuan /
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan pada Kecamatan Payakumbuh

Selatan belum tertuang dalam Perwako

Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai

dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Payakumbuh tentang

Penetapan Standar Biaya Khusus Kecamatan

Payakumbuh Selatan;

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956

Tentang Daerah Pembentukan Daerah Otonom

Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 8 Tahun l97O Tentang

Pelaksanaan Kota Madya Solok dan

Payakumbuh ( lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 )
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah ( lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor

126, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

beberapa kali diubah teralhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
20O5 Nomor 140, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O05

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah daerah( l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s93);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O18 Nomor 33);



7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Da-lam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol lTentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2O06 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

201 1 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03

Tahun 2016 tentang Pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah Kota payakumbuh

( Lembaran Daerah Kota payakumbuh tahun
2010 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25) ;

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun

Anggaran 2Ol9 (kmbaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2Ol8 Nomor 9 );
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1O3

Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya

Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103 )

Sebagaimana Telah di Ubah Terakhir Dengan

Peraturan Walikota Nomor 1 13 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota



Nomor 103 Tahun 2017 ( Berita Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2Ol8 Nomor 113 );

12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111

Tahun 2Ol8 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 ( Berita

Daerah Kota Payakumbuh tahun 2Ol8 nomor

111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAX WALIKOTA PAYAI('MBT'H
TEITTANG PENETAPAN STA.ITDAR BIAYA
XHUSUS I{ECA}I.C.TAN PAYANTIMBT'H
SELATAN.

Pasal I

(l) Menetapkan Standar Biaya Khusus Kecamatan Payakumbuh

Selatan, sebagaimana tertuang pada Lampiran Walikota
Payakumbuh ini.

(21 Standar Biaya Khusus Kecamatan Payakumbuh Selatan berfungsi

sebagai batas pembayaran tertinggi sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk
mengatur standar biaya yang belum dituangkan dalam Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2Ol7 tentang Penetapan

Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh dan Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2Ol7 tent-ang

Penetapan standar Biaya Umum Kota Payakumbuh.

Peraturan Walikota ini bertujuan sebaga-i pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Payakumbuh

Selatan.
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Pasal 3

Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini
merupakan acuaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di
Lingkungan Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kehidupan Beragama;

2. KegSatan Pembinaan Kemasyarakatan;

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Perdesaan.

Masyarakat

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2O19. Agar

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Payakumbuh.

di
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Pavakumbuh
.Hzors V

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019
NOMOR \t

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal



Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

tb Tohun a0\9

tg ttbr\nr\ 3o\9

PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS

PAYAKUMBUH SELATAN

KECAMATAN

NO URAIAN SATUAN HARGA

SATUAN

KETETANGAN

1 KegiatanPeningkatan

Kehidupan Beragama

1. Honoe Pelatih Pondok

Al-Qur'an

2. Honor Penceramah/

Wirid Pengajian

3. Honor piket pomdok

al-qur'an

4. Honor tim pelaksana

khatam al-Qur'an

5. Honor ketua pondok

al-Qur'an

oh

oh

oh
oh

oh

150.O00.-

200.000.-

75.O00.-

150.000.-

150.000.-

II Kegiatan pembinaan kegitan

kemasyarakatan.

l. Honor instruktur

senam

2. Honor Narasumber

rakor Uks dan Forum

Kecamatan sehat

oh

oh

250.000,-

300.000,-



400.o00,-

300.o00,-

250.000,-

400.000,-

300.000,-

250.OOO,-

400.ooo,-

300.000,-

250.OOO,-

oh
oh
oh

oh
oh
oh

oh
oh
oh

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1. Honorarium Tim

Pembina Organisasi

Kemasyarakatan

Kelurahan ( LPM)

Ketua

Sekretaris

Anggota

2. Honorarium Tim

Gerakan PKK

Kelompok PKK RT/RW

dan Kelompok

Dasawisma (PKK)

Ketr:.a

Sekretaris

Anggota

3. Honorarium Tim

Pembina Kegiatan

Kemasyarakatan dan

Pembangunan

Kelurahan se

Kecamatan

Payakumbuh Selatan

(Rr/Rvs)

Ketua

Sekretaris

Anggota

4. Honorarium Dewan

Pimpinan Cabang LPM

Kecamatan

Payakumbuh Selatan

III



Ketua

Sekretaris

Anggota

5. Panitia Lomba

Penilaian Ketua

Dasawisma ( TP-PKK

Kecamatan

Payakumbuh Selatan)

Ketua

Sekretaris

Anggota

6. Panitia l,omba PKK KB

Kes

Ketua

Sekretaris

Anggota

7. Tim Pembina Kegiatan

Tp-PKK Kecamtan

Payakumbuh Selatan

Ketua

Sekretaris

Anggota

oh
oh
oh

oh
oh
oh

oh
oh
oh

oh
oh
oh

400.000,-

300.000,-

250.000,-

400.000,-

300.000,-

250.000,-

400.oo0,-

300.o00,-

250.000,-

400.000,-

300.000,-

250.000,-
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